


BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, diberi ruang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan negara. Pendelegasian kewenangan ini, disamping diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat,  juga untuk dapat meningkatkan daya saing daerah. Salah satu bentuk kewenangan yang diotonomikan adalah  kewenangan penyusunan perencanaan daerah, meskipun dengan tetap harus memperhatikan keselarasan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah.
Salah satu bentuk perencanaan daerah yang harus disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah  adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam konteks Kabupaten Bangka, RPJMD 2014-2018, adalah  dokumen perencanaan pembangunan  lima tahunan  yang  disusun sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu: (a). Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; (b). dilakukan Pemkab Bangka  bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing; (c). Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan (d). Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bangka, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dari aspek lainnya, untuk sinkronisasi perencanaan dan pembangunan, baik nasional maupun provinsi, penyusunan RPJMD 2014-2018 juga mengacu pada rencana pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN dan RPJMN 2010-2014, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017,  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, RTRW Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten tetangga, seperti Kota Pangkal Pinang, Bangka Barat dan Bangka Tengah, dengan tujuan untuk menjamin terwujudnya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal maupun horizontal antar tingkat pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah.	Upaya mensinergikan dan menyelaraskan terhadap beberapa dokumen perencanaan     dilakukan dengan cara:
1. Berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka 2005-2025 dan RTRW Kabupaten Bangka 2013-2030 dilakukan dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, serta dengan menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten.
2. Memperhatikan RPJMN 2010-2014 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik  daerah.
3. Memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2012-2017 dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Bangka dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lain tetangga dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Bangka dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya dalam hal ini Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang
Sinergi kebijakan dan sinkronisasi program pembangunan tersebut diatas, merupakan jiwa  perencanaan yang sesungguhnya. Karenanya, penyusunan RPJMD benar-benar telah dipersiapkan secara matang,  melalui berbagai tahapan dan pendekatan sebagaimana yang diamanatkan oleh   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dengan menggunakan seluruh pendekatan yang disarankan. Pendekatan-pendekatan  tersebut adalah :
1. Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Bupati-Wakili Bupati Bangka  sebagai proses penyusunan rencana program, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan  Bupati terpilih.  Dalam hal ini rencana pembangunan dalam RPJMD merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan saat kampanye. 
2. Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini menjadikan penyusunan RPJMD 2015 menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut, dengan mengedepankan  proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah, termasuk didalamnya melakukan proses analisis sektoral dan spasial. 
3. Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini menyebabkan penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan pemangku kepentingan strategis, melalui forum konsultasi publik dan Musrebang RPJMD. 
Secara lengkap,  Proses Penyusunan RPJMD , dapat dilihat pada Gambar 1.1. 





















Gambar 1.1.                                                                                                                                 Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2014-2018
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1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD 2014-2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II danKota praja di Sumatera Selatan;
2. 	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003  tentang Keuangan Negara;
3. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. 	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana  telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. 	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. 	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. 	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Nomor 3962);
10. Peraturan Pemerintah Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan valuasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Presiden Republik  Indonesia Nomor  5  Tahun 2010 tentang Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010–2014; 
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
21. Instruksi Presiden  No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun  2010; 
22. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan Daerah.;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 28 tahun 2010, Nomor: 0199/M PPN/04/2010, Nomor: PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian,  dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 3 Seri E tanggal 26 November 2012);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034;
28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 47 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015  (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Nomor 24 Seri E;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor  2 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 - 2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010-2015;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2010-2030;
33. Peraturan Daerah Bangka Tengah Nomor  48 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Tengah Tahun 2011-2031; 
34. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun  2013 Nomor 01);
36. Peraturan Daerah Bangka Barat Nomor 1 Tahun  2014. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Bangka Barat Tahun 2014-2034;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka  Nomor 1A Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka  Tahun 2014-2018;
38. Peraturan Bupati Bangka Nomor 13 Tahun 2012 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka.

1.3. Hubungan  Antar  Dokumen
Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar  pelaku  pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.
Keterkaitan antar  dokumen perencanaan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut: Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang Jangka Menengah Jangka Pendek Berdasarkan skema ini dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah. RPJP Daerah menurut  undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan arah pembangunan  daerah yang ada dalam RPJP Daerah. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka  pendanaan yang  bersifat indikatif.  RPJM Daerah disusun berpedoman pada RPJP Daerah  dan  memperhatikan RPJM Nasional.
Berikut ini diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen  perencanaan  lainnya.














Gambar 1.2 
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD dengan
DokumenPerencanaanLainnya
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1.4. Sistematika Penulisan
Berdasarkan tahap-tahap perumusan dokumen perencanaan dalam Sistematika penulisan RPJMD ini meliputi 11 bab yang terdiri dari:
	BAB I 
	Pendahuluan
Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan Dokumen RPJM dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulis dan maksud dan tujuan dokumen RJPM daerah ini disusun.

	BAB II
	Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.



	BAB III
	Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan
Menjelaskan kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

	BAB IV
	Analisis Isu-isu Strategis
Mengemukakan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Bangka.

	BAB V
	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Berisi pernyataan visi, misi tujuan dan sasaran dari bupati terpilih.

	BAB VI
	Strategi dan Arah Kebijakan
Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujun dan sasaran serta pentahapan arah kebijakan tiap tahunnya.

	BAB VII
	Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
Menjelaskan kebijakan umum yang digunakan sebagai penentuan program pembangunan daerah, yang dilengkapi dengan program-program pembangunan daerah yang difokuskan untuk mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

	BAB VIII
	Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
Menjelaskan semua program prioritas Kabupaten Bangka yang disertai dengan pendanaannya.

	Bab IX
	Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Menjelaskan penetapan indikator kinerja daerah yang menggambarkan target yang ditetapkan dan capaian keberhasilan pencapaian visi dan misi bupati terpilih pada masa akhir periode masa jabatan.

	Bab X
	Pedoman Masa Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
Berisi prinsip-prinsip pedoman massa transisi pada saat pergantian masa jabatan serta kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi hasil RPJMD.

	Bab XI
	Penutup






1.5.   Maksud  dan Tujuan
Maksud  dari  penyusunan  RPJMD  Kabupaten Bangka  adalah: 
1.	Menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bangka sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan dari bupati dan wakil bupati terpilih sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak; dan
2.	Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk setiap  jangka waktu tahunan selama lima tahun.
Sedangkan tujuan  penyusunan RPJMD adalah:
1.	Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalaha dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah    5 tahun kedepan;
2.	Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun kedepan;
3. 	Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2014–2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2014–2018 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bangka Tahun 2005–2025;
4.	Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2014–2018;
[bookmark: _GoBack]5. 	Menetapkan indikator kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan indikator kinerja Kepala Daerah sebagai dasar penilaian keberhasilan pemerintah periode              2014–2018.
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah serta sesuai amanat 
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-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, diberi ruang 

dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Kewenangan yang 

diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daer

ah disertai dengan pemberian hak dan 

kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan 
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kewenangan yang diotonomikan adalah  kewenangan penyusunan perencanaan daerah, meskipun 
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dan antar pemerintah daerah.
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-

2018, adalah  dokumen perencanaan pembangunan  lima 
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prinsip perencanaan pembangunan daerah yaitu: (a). 

Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan provinsi; (b

). 

dilakukan Pemkab Bangka  bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan 

kewenangan masingmasing; (c). Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana 

pembangunan daerah; dan (d). Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki 

Kab

upaten Bangka, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan  Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung.

 

Dari aspek lainnya, untuk sinkronisasi perencanaan dan pembangunan, baik nasional 
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penyusunan RPJMD 2014

-
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